KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 09/KPTS/M/1995
TENTANG

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a.bahwa jual beli rumah yang belum selesai dibangun semakin

Mengingat :

1.

meningkat, yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengikatan
jual beli;

bahwa untuk mengamankan kepentingan pembeli dan penjual
rumah perlu pedoman pengikatan jual beli rumah;

bahwa penerapan pengikatan jual beli rumah pertu pengawasan
dan pengendalian;

bahwa pedoman pengikatan jual beli rumah tersebut perlu
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
Negara;

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan
Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Nasional;

Memperhatikan: berbagai saran dan pendapat dari unsur dan instansi terkait dalam

Menetapkan:

Kesatu:

Kedua:

rapat-rapat koordinasi.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DENGAN
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pedoman Pengikatan Jual Beli rumah beserta contohnya yang
dimaksud adalah merupakan lampiran yang menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah beserta contohnya.



Ketiga:

Keempat:

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan
ini dilakukan oleh Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N),
melalui Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Daerah (BP4D).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 1995

Menteri Negara Perumahan
Rakyat

Ir. Akbar Tandjung



Lampiran : 1

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor : 09 /KPTS/M/1995

Tanggal : 23 Juni 1995

tentang

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

PENDAHULUAN

1. Bahwa adanya dua pihak yakni Perusahaan Pembangunan Perumahan dan

Permukiman (Developer), yang bertindak selaku Penjual Rumah, untuk
selanjutnya disebut Penjual. Dan konsumen Rumah yang bertindak selaku
Pembeli rumah yang selanjutnya disebut Pembeli.

2. Uraian Obyek Pengikatan Jual, Beli Yakni :

a. Luas bangunan rumah disertai dengan gambar arsitektur, gambar
denah, dan spesifikasi teknis bangunan.

b. Luas tanah, status tanah, beserta segala perijinan yang berkaitan
dengan pembangunan rumah dan hak-hak lainnya.

c. Lokasi tanah dengan mencantumkan nomor kapling, rincian wilayah,
desa atau kelurahan dan kecamatan.

d. Harga rumah dan tanah, serta tata cara pembayarannya, yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak.

KEWAIJIBAN PENJUAL

1. Penjual wajib melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah

diperjanjikan menurut gambar arsitektur, gambar denah dan spesifikasi
teknis bangunan, yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama oleh
kedua belah pihak dan dilampirkan, yang menjadi bagian tak terpisahkan
dalam akta pengikatan jual beli rumah tersebut.

Penjual wajib menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan tanah
dan bangunan rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada
Pembeli, kecuali karena hal-hal yang terjadi keadaan memaksa (Force
Mayeure) yang merupakan hal di luar kemampuan Penjual antara lain
seperti bencana alam perang pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir dan
peraturan-peraturan/kebijaksanaan Pemerintah di bidang Moneter.

Penjual sebelum melakukan penjualan dan atau melakukan pengikatan jual
beli rumah wajib memiliki :

a. Surat ijin persetujuan prinsip rencana proyek dari Pemerintah Daerah
setempat dan surat ijin lokasi dari Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya. Khusus untuk DKI Jakarta surat ijin
Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT).



4.

1.

b. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, bahwa
yang bersangkutan (Developer) telah memperoleh tanah untuk
pembangunan perumahan dan permukiman.

c. Suratijin Mendirikan Bangunan.

Penjual wajib mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan
bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah
dan bengunan rumah atau jual beli rumah (tanah dan bengunan) dihadapan
PPAT.

Apabila Penjual lalai untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah tepat
waktu seperti yang diperjanjikan kepada Pembeli, diwajibkan membayar
denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 1%% (dua perseribu)
dari jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah untuk setiap hari
keterlambatannya.

Apabila Penjual ternyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus
pendaftaran perolehan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, maka
Pembeli mempunyai hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk mengurus
dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan pengurusan pendaftaran
perolehan hak atas Tanah dan Bangunan rumah tersebut kepada instansi
yang berwenang.

JAMINAN PENJUAL

Penjual menjamin bagi kepentingan pihak Pembeli bahwa Tanah dan
Bangunan Rumah yang menjadi obyek pengikatan jual beli adalah hak
penjual sepenuhnya. Dan tidak dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan
sita jaminan oleh instansi yang berwenang.

Penjual menjamin serta membebaskan Pembeli dari segala tuntutan yang
timbul dikemudian hari baik dari segi perdata maupun pidana atas Tanah
dan Bangunan Rumah tersebut.

Penjual menjamin dan bertanggungjawab terhadap cacat yang tersembunyi
yang baru diketahui dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan pasal 1504
dan 1506 KUH Perdata.

IV. KEWAIJIBAN PEMBELI

1.

Pembeli telah menyetujui jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah
sesuai gambar arsitektur, gambar denah, dan spesifikasi teknis bangunan
yang telah ditetapkan bersama.

Pembeli wajib membayar jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumabh,
beserta segala pajak, dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat
adanya pengikatan jual beli rumah, dengan tatacara pembayaran yang
disepakati bersama.

Pembeli wajib membayar biaya pembuatan akta notaris, pengikatan jual beli
rumah, biaya pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama Pembeii,
sedangkan biaya pengurusan sertifikat ditanggung oleh penjual.

Apabila Pembeli lalai untuk membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan
Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir 2 angka 1V tersebut, pada waktu



yang telah ditentukan, maka dikenakan denda keterlambatan, sebesar 1 %%

(dua perseribu) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo untuk setiap
hari keterlambatan.

5. Apabila Pembeli lalai membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan
Rumah, segala pajak, serta denda-denda, dan biaya-biaya lain yang
terhutang selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka pengikatan jual beli
rumah dapat dibatalkan secara sepihak, dan segala angsuran dibayarkan
kembali dengan dipotong biaya Adimistrasi oleh Penjual.

V. SERAH TERIMA BANGUNAN

1. Dalam hal bangunan rumah yang menjadi obyek dari Pengikatan Jual Beli
Rumah telah selesai dibangun sesuai dengan jangka waktu yang
diperjanjikan, dan sepanjang Pembeli telah selesai memenuhi kewajiban
untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya
lainnya, maka Penjual dan Pembeli sepakat untuk menandatangani Berita
Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Rumah.

2. Dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum dilakukan serah terima Tanah dan
Bangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir | angka V, maka pihak
Penjual wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya Serah Terima
Tinah dan Bingunan Rumah kepada Pembeli.

3. Apabila setelah jangka waktu surat pemberitahuan pada butir 2 angka V,
tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut, maka
dengan lewatnya waktu tersebut, pihak Pembeli telah dianggap meneriina
Tanah dan Bangunan Rumah tersebut dengan segala konsekuensi dan
resikonya.

4. Dalam hal pihak Penjual berhasil mendirikan bangunan rumah lebih cepat
daripada jangka waktu yang telah diperjanjikan, dan dalam hal Pembeli
telah memenuhi kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan
Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu, maka Tanah
dan Bangunan Rumah tersebut dapat diserahterimakan oleh pihak Penjual
kepada Pembeli.

VI. PEMELIHARAAN BANGUNAN

1. Dengan dilakukan serah terima Tanah dan Bangunan Rumah, maka segala
tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga Tanah dan Bangunan Rumah
tersebut menjadi tanggungjawab pihak pembeli sepenuhnya.

2. Setelah serah terima Tanah dan Bangunan Rumah dilakukan pihak Penjual
wajib untuk memberikan masa pemeliharaan/perbaikan dalam jangka
waktu 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Berita
Acara Serah Terima.

3. Perbaikan-perbaikan atas bagian yang rusak yang dilakukan oleh pihak
Penjual berdasarkan Gambar Denah Bangunan, dan Spesifikasi Teknis, yang
merupakan lampiran dari Pengikatan Jual Beli Rumah tersebut.

4. Apabila selama berlangsungnya masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 angka VI, terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabkan
oleh Keadaan memaksa (Force Mayeure), seperti antara lain, gempa bumi,



VII.

banjir, huru-hara perang dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh
perorangan maupun massal, atau karena adanya perubahan bangunan
rumah yang dilakukan pihak Pembeii, maka pihak Penjual dibebaskan atas
tanggungjawab perbaikan.

PENGGUNAAN BANGUNAN.

Pembeli wajib menggunakan Tanah dan Bangunan Rumah sebagai tempat
tinggal dan/atau sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Pembeli wajib senantiasa mentaati "Peraturan Tata Tertib Lingkungan” yang
ditertibkan oleh RT dan RW.

Perubahan Bangunan.

3.

VIIL.

Pembeli selama masa pendirian bangunan tidak, diperkenankan untuk
menghubungi dan memerintah pelaksana bangunan yang bersifat
mengubah dan menambah bangunan rumah tanpa persetujuan Penjual.

PENGALIHAN HAK.

1. Selama belum dilaksanakannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penjual, pihak Pembeli
dibenarkan untuk mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan Rumah
kepada pihak ketiga. Demikian pula sebaliknya berlaku bagi Pihak
Penjual.

2. Penjual dapat menyetujui secara tertulis kepada Pembeli untuk
mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga, apabila
Pembeli bersedia membayar biaya administrasi sebesar 2 1/2 % (dua
setengah presen) dari harga jual pada transaksi yang berlangsung.

IX. KETENTUAN PEMBATALAN PENGIKATAN

1.

Pengikatan Jual Beli Rumah tidak berakhir karena salah satu pihak
meninggal dunia, akan tetapi tetap menurun dan harus ditaati oleh para ahli
waris dari pihak yang meninggal.

Pengikatan Jual Beli Rumah, pembeli mempunyai hak untuk menjadi batal
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak Penjual tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah
beserta hak-bak yang melekat, tepat waktu yang diperjanjikan, dan
Pembeli telah selesai kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan
Bangunan tersebut.

b. Pihak Penjual menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang tidak
cocok dengan Gambar Denah, dan Spesifikasi Teknis Bangunan yang
telah ditetapkan bersama dan menjadi lampiran daiam Pengikatan Jual
beli.



c. Apabila keadaan yang dimaksud dalam butir a dan b angka IX tersebut
terjadi maka perjanjian menjadi batal, dan Penjual wajib membayar
uang yang telah diterima, ditambah dengan denda, bunga, dan biaya-
biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum.

d. Pembeli tidak dapat memenuhi dan atau tidak sanggup meneruskan
kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah
sesuai dengan yang diperjanjikan.

e. Pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan
kepada Bank Pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan
syarat-syarat Akta Perjanjian Kredit.

f. Pembeli mengundurkan diri atau membatalkan transaksi jual beli Tanah
dan Bangunan Rumah karena suatu sebab atau alasan apapun juga.

g. Apabila keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir d, e, dan f angka
IX tersebut terjadi dalam hal pembayaran atas Tanah dan Bangunan
Rumah belum mencapai 10% (sepuluh prosen) maka keseluruhan
pernbayaran tersebut menjadi hak pihak Penjual.

Dalam hal pembayaran harga Tanah dan Bangunan Rumah yang dilakukan pihak
Pembeli melebihi 10% (sepuluh prosen) maka pihak Penjual berhak memotong,
10% (sepuluh prosen) dari jumlah total harga Tanah dan Bangunan Rumah dan
sisanya wajib dikembalikan kepada pihak Pembeli.

X. AKTA JUAL BELI.

1. AktalJual Beli Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual
dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal telah
dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Bangunan Rumah telah selesai dibangun di atas tanah dan telah siap
untuk dihuni;

b. Pembeli telah membayar lunas seluruh harga Tanah dan Bangunan
Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan
itu;

c. Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai
diproses dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Penjual;

2. Pada saat melangsungkan jual beli Tanah dan Bangunan Rumah di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada waktu melangsungkan
pengikatan di hadapan Notaris. Pembeli wajib membawa dan
memperlihatkan asli surat-surat berikut kuitansi mengenai pembayaran
harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang
berkaitan dengan itu;

Xl. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
1. lJikaterjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul

sehubungan dengan/sebagai akibat dari pengikatan ini, maka para pihak
akan menyelesaikan secara musyawarah.



2.

Jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, maki para
pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui Badan
Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh Badan Arbitrasi
Nasional Indonesia (BANI) menjadi beban dan harus dibayar oleh para pihak
untuk jumlah yang sama yaitu Penjual 50 % (lima puluh prosen) dan Pembeli
50 % (lima puluh prosen).

Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan atas isi
dari Pengikatan Jual Beli ini, maka para pihak akan merundingkan secara
musyawarah dan mufakat serta hasilnya akan dituangkan dalam suatu
Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Pengikatan Jual Beli ini.

Jakarta, 1995

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Ir. Akbar Tandjung



